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Abstrak
 

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu

mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang

menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi.

Permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perbuatan pidana

yang dilakukannya dan bagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan

tindak pidana penggelapan, berdasarkan studi kasus. Penulis menggunakan metode penelitian hukum

normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data

sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis

menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Notaris yang melakukan

penggelapan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah sengaja melakukan perbuatan yang merugikan PT

Pegadaian, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak bertindak amanah, jujur

dan menjaga kepentingan pihak PT Pegadaian dalam proses jual beli yang hendak dilakukannya, dan

berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan studi kasus, Notaris hanya dijatuhkan pidana

penjara selama 6 enam bulan tanpa harus dijalankan. Sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris

yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat dikenakan dari berbagai aspek, yaitu dijatuhkan pidana

penjara paling lama 4 empat tahun, dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan/atau

diberikan teguran, peringatan, pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat dari keanggotaan Ikatan

Notaris Indonesia.

<hr />Notaries in carrying out their duties must be responsible and always heed the provisions, ethics, public

orders and apply Bahasa Indonesia very well. Authority which given to Notaries is not merely without

boundaries, a Notary who misuses his her authority in order to break the law could be imposed by sanctions.

The issues that The Author brought was ldquo how is the accountability of Notary related to crime whom he

she does rdquo and ldquo how is sanctions which should be imposed to Notaries who did crimes of

embezzlement, rdquo based on case study. The Author used normative legal research methods, with

descriptive research type. The kind of data which The Author used was secondary data with primary,

secondary, and tertiary legal substances. The Author used qualitative data analytical method which analyzed

deductively. Notaries who do embezzlement are responsible according to Article 372 Book of Criminal

Law, Article 1365 Code of Civil Law because of acts that harm PT Pegadaian deliberately, Article 16 par. 1

letter a Code of Notary because of the untrustworthy, dishonest, and not preserving the interests of PT

Pegadaian in the process of buying and selling that it would do, and based on Code of Conduct Indonesian
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Notaries Association. Based on case study, The Notary only got imprisonment for 6 six months without

having him imprisoned. Sanctions that should be imposed to that Notary could be worn from a various

aspects, which are getting imprisoned of 4 four years, and or dishonorably discharged from his position, and

or given a reprimand, warning, dismissal with or without respect from the Indonesian Notaries Association.


